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BAB V 

PENUTUP 

V.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian Perencanaan Angkutan Bus 

Sekolah di Kecamatan Wates, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karakteristik pelajar yang bersedia menggunakan angkutan bus 

sekolah sebesar 88%, dengan jumlah permintaan untuk angkutan 

bus sekolah ini adalah 387 pelajar untuk permintaan aktual 

sedangkan untuk permintaan potensial yaitu sebesar 3267 pelajar.  

2. Rencana rute untuk pengoperasian angkutan bus sekolah di 

Kecamatan Wates dibagi menjadi 3 rute dengan pelayanan rute yang 

berbeda dan linear. Rute 1 dengan panjang rute 9,1 km, rute 2 

dengan panjang rute 8,3 km, rute 3 dengan panjang rute 4,2 km. 

Untuk estimasi waktu antar kendaraan (Headway) pada rute 1 

sebesar 12,3 menit, rute 2 sebesar 10,3 menit, rute 3 sebesar 14,1 

menit, sehingga didapatkan jumlah armada pada masing – masing 

rute dari hasil perhitungan yaitu : 

a. Rute 1 dengan jumlah kebutuhan armada 3  

b. Rute 2 dengan jumlah kebutuhan armada 4 

c. Rute 3 dengan jumlah kebutuhan armada 2 

3. Penetapan tarif angkutan bus sekolah dalam perencanaan 

pengoperasian bus sekolah ini berbeda pada masing – masing rute. 

Jika dilakukan subsidi sebagian untuk rute 1 tarif  sebesar Rp. 

13.650, rute 2 tarif sebesar Rp. 12.450, dan rute 3 tarif sebesar Rp. 

6.225. Dengan jumlah total subsidi per hari sebesar Rp 37.061.800 

untuk jumlah total subsidi per tahun sebesar Rp. 9.969.624.310. 

Sehingga untuk tarif angkutan bus sekolah gratis pada semua rute 

dengan subsidi yang harus dikeluarkan untuk jumlah total subsidi 

perhari Rp67.149.400 dan jumlah total subsidi per tahun 

Rp18.063.188.710. 
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V.2    Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut : 

1. Disarankan adanya subsidi penuh yang berkelanjutan dari pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo. 

2. Sosialisasi untuk meningkatkan minat terhadap penggunaan 

angkutan bus sekolah. 

3. Adanya cadangan armada dengan menambahkan minimal 2 

kendaraan untuk mengantisipasi adanya faktor kerusakan pada 

kendaraan yang sedang beroperasi. 

4. Perlu adanya dukungan dan pengawasan penuh dari pemerintah 

pentingnya kendaraan khusus bagi pelajar demi terciptanya kemanan, 

kenyamanan, dan keselamatan bagi pelajar dalam pengoperasian 

angkutan bus sekolah ini. 

5. Adanya tindakan dari pemerintah yang bekerja sama dengan sekolah, 

bagi pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk tidak 

diperbolehkan membawa ke sekolah maupun di tempat penitipan 

sepeda motor terkecuali dengan membuktikan memiliki SIM (Surat 

Izin Mengemudi). 

6. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan jenis rute dan 

kelayakan dalam perencanaan angkutan bus sekolah. 
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